BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satuan reserse kriminal Polrestabes Kota Semarangghp telah melanggar
hak-hak anak yang terkena masalah hukum. Hal rkaitepenangkapan 3 pelajar SMU
di bawah umur yang disangka melakukan pencurianid@an bermotor adalah Anton
(15 tahun), Rian (16), dan Marno (16). Ketiga mel&@MU ini menjadi tersangka kasus
pencurian motor Yamaha Vega dengan Nopol H 2640niifk temannya bernama
Vredo Juwantd.

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengalahj dan bentuk
beragram, diperlukan usaha Negara untuk menetagkdang-undang Peradilan Anak
yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang &Blag Anak. Setelah lahirnya
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadifaak terdapat perbedaan
dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan ylakgkén anak.

Perlindungan anak termuat dalam pasal 66 UU NdaB8n 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak urdak tlijadikan sasaran penganiayaan,
penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kekduluman mati atau hukuman
seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelakar@d/ang masih anak. Ketiga, setiap
anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya esenatawan hukum. Keempat,
penangkapan, penahanan atau pidana penjara angk baleh dilakukan sesuai hukum
yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebaggauerakhir. Kelima, setiap anak

yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkéakysen secara manusiawi dan
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dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan psieadiai dengan usianya dan
hanya di pisahkan orang dewasa, kecuali demi kiggamnya. Keenam, setiap anak
yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantikam atau bantuan lainnya
secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum lyaemaku. Ketujuh, setiap anak yang
dirampas kebebasannya berhak untuk membela dirngamperoleh keadilan di depan
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihalamakidang yang tertutup untuk
umum?

Syarat bagi pertanggungjawaban pidana semuany& thtatapkan dalam
peraturan-peraturan tertulis yaitu syarat-syaragyaembebaskan seorang terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana terdapat sebagian da&aiupan tertulis dan sebagian
dalam peraturan tidak tertulis. Penuntutan harumiooétikan setiap unsur dari tindak
pidana yang dituduhkan, berdasarkan peraturan gerabwntuk memastikan hukuman
yang berhubungan dengan pengecualian dari pertaggyuaban ini tidak berlaku dan
peraturan pembuktian tidak dapat diterapkan.

Menurut hukum Positif (KUHP), tindak pidana yandalukan anak sama
dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena pémyidikannya mengikuti
penyidikan orang dewasa sebagaimana yang diatutgisangka khawatir melarikan diri
dan menghilangkan barang bukti. Jika kriteria tewsedipenuhi, maka tindakan
penahanan dianggap sah. Hal ini jelas sekali mepecsoalan tersendiri, mengingat
anak memiliki kekhususan dalam proses peradilan gimberian sanksi hukumnya.

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak ini harusaséengan peraturan perundang-

2 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangamsép Diversi Dan
Restorative Justic®andung: PT Refika Aditama, 2009, him. 10.

% Soedjono DirdjosisworaSistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbanamgiukum,
Jakarta : CV Rajawali, 1984, him. 109.



undangan yang berlaku, baik mulai dari penangkapameriksaan, penahanan dan
penghukuman bagi seorang anak.

Dalam pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteeia dmur anak yang dapat
diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan gdagukannya adalah apabila anak
tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) taBedangkan melihat pada Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan AnalalPlagang menetapkan batas umur
anak yang dapat di jatuhi hukuman atau sanksi pidamgatlah berbeda. Dalam pasal
tersebut diterangkan bahwa batas umur anak nakg gapat diajukan ke persidangan
adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tepirbelum mencapai 18 (delapan
belas) tahun dan belum pernah kawiRengklasifikasian umur dalam peradilan anak
akan menjadi sangat penting dalam menentukan dagetnya seseorang dijatuhi
hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidapartdnggungjawabkan kepadanya
dalam lapangan kepidanaan.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seorarak @idak akan
dikenakan hukumaimnad karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidkk keeban
tanggung jawab hukum terhadap seorang anak atash@rapapun sampai dia mencapai
umur dewasa b@aligh), hakim hanya berhak untuk menegur kesalahannyga at
menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akabhame memperbaikinya dan

menghentikannya dari membuat kesalahan di masaatamgdatand.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undangeddng Hukum Acara Pidandab
lll, Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi d#emberatkan Pidana pasal 45, Kesindo Utama, him.
23.

°Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentd?eradilanan Anak

®Abdur rahman . Doi,Tindak Pidana dalam Syariat Islamditerjemahkan oleh Wadi
MasturiShari'ah the Islamic LanCet. ke-1,Jakarta: Rineka Cipta,1992, him. 16.



Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaslaiwa seseorang tidak
bertanggung jawab kecuali terhadapimah yang telah diperbuatnya sendiri dan juga
tidak bertanggung jawab atas perbugtaimah orang lain bagaimanapun dekatnya tali
kekeluargaan atau tali persahabatan antara didayaorang lain tersebut. Akan tetapi
untuk masalah anak ini Islam memiliki perkecualb@rsendiri, dalam Al-Qur'an maupun
Hadits sendiri telah diterangkan bahwa seorang atidkk dapat dimintakan
pertanggungjawaban sebelum dia dewas#dh).

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagabgbanan seseorang
dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbugag dikerjakannya dengan
kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahksud dan akibat dari
perbuatannya itu. Apabila hal tersebut dalam attgmggungjawaban pidana terpenuhi
maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dedgamikian orang gila, anak di
bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tida&bani pertanggungjawaban,
karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka titidk a

Pertangungjawaban ini diartikan sebagai kekuatafiklve(idrak) dan pilihan
(ikhtiar). Sehubungan dengan dua hal tersebut maka kedudaiak di bawah umur
berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yahgnyliladalam kehidupannya,
semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perieasebut. Hukum Pidana Islam
mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestijgahtkan bagi orang dewasa
kecuali jika dia telatibaligh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam sukatNuur

ayat 59, yang berbunyi:

’Ahmad wardi muslichPengantar Dan Asas Hukum Pidana Islabakarta : Sinar Grafika,
2006, him. 74.
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Artinya : Dan apabila anak-anakmu telah sampai ubaligh, Maka hendaklah mereka
meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum kaermeminta izin.
Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. DatahlMaha mengetahui
lagi Maha Bijaksana. (QS An Nuur ayat 59).

Ayat tersebut adalah firman Allah yang memberimgatan bahwa membebani
seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apab@ing tersebut telah sampai
umur (@aligh), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laermimpi
mengeluarkan sperma) atau dengan umur (15 tahmak-Anak yang telah sampai umur
tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa terfebih dahulu, sama halnya
dengan orang laih.Sehingga umumnya para ulama’ berpendapat bahvas hetia
sampai umurlfaligh) adalah 15 (lima belas) tahun. Menurut Abu Hanife® (delapan
belas) tahun untuk anak laki-laki dan 17 (tujurabgtahun untuk anak perempuan.

Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak menii@asan umur terhadap
anak selain kathaligh, sebagai batas usia anak dianggap dewasa, di sgivgiryaknya
perbedaan pendapat di antara para ulama’. Halenjadi sebuah persoalan karena akan
menyulitkan bagi hakim dalam menentukan hukumansgaéab hukum pidana Islam
mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestijgatkan bagi orang dewasa
kecuali jika dia telalbaligh danmukallat Sedangkan batasan unbaligh sendiri tidak

pasti dan berbeda-beda dalam setiap diri seoraailg an

8 Surat An-Nuur Ayat 59
*Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiedyafsir Al-Quranul Majid An-Nuuy Jilid 4,
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, him. 2849.



Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidaslEaml hanya
membebankan hukuman pada manusia yang masih higopndkallat Karena itu,
apabila seseorang telah meninggal dunia, dia tililaébani hukum dan tidak dianggap
sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hal ga joerlaku untuk anak yang belum
baligh.*°

Permasalahan pertanggungjawaban anak di bawah udam sanksi
pemidanaannya menjadi perbincangan yang menarikkuibahas mengingat terjadi
ketidak seragaman baik dari hukum Positif sendaupun hukum pidana Islam. Maka
dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengommenjelaskan dan menuangkan

permasalahan ini dalam skripsi.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, makangsalahan dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai batasan usia anakw@ihbumur, menurut hukum
pidana Positif dan hukum pidana Islam?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tipi#kna pencurian yang
dilakukan anak di bawah umur, menurut hukum pid@eositif hukum pidana Islam?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenaidoatessa anak di bawah umur

menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam

alie Yafie, dkk., Ensiklopedia Hukum Pidana Islaterjemahan dafiAt-Tasyri'al-Jina’i al-
Islamiy Mugaranan bil Qanunil Wad'iykarya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kisana
lImu, him. 57.



2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban gitinhadap tindak pidana
pencurian yang dilakukan anak dibawah umur menbukum pidana Positif dan
hukum pidana Islam.

Manfaat Penelitian adalah :

1. Sebagai bahan bagi Praktisi di peradilan dalam ateman fungsinya, baik secara
langsung atau tidak langsung.

2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhgdskembangan ilmu hukum dan
sistem peradilan di lapangan.

3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian yang l&bifut.

. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan belaerteratur Hasil
penelitian terdahulu. Ada beberapa karya ilmialik barupa jurnal, buku maupun skripsi
yang telah membahas tentang masalah anak dan gmgutegjawaban pidana. Namun
mengenai pertanggungjawaban pidana yang dijatutédaadap pelaku delik pidana di
bawah umur masih jarang ditemui, khususnya pertamgjgwaban pidana anak di
bawah umur yang menggunakan pembahasan Undanggitetbaru yang di fokuskan
dalam hal pencurian. Diantara skripsi hasil peiaglitersebut adalah sebagai berikut:

Muhammad Fakhruddin Zuhri yang berjuduralisis Terhadap Batas Usia
Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam UndangamgdNomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konsep
pertanggungjawaban anak berdasarkan Undang-undang3 ntahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak dan menurut hukum Islam denganpskriersebut memberikan

gambaran bahwa ketentuan hukum terhadap pemenjayaag dilakukan oleh



pemerintah (aparat penegak hukum) atas kesalarandilakukan anak di bawah umur
adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam paaddangkum Islam. Dikarenakan anak
dalam hukum Islam belum wajib dikenakan pembebahakum (aklif).** Imam
Zamabhsari; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU No. Zhtia 1997 Tentang
Penjatuhan Pidana Bagi Anak NakaDalamskripsi tersebut mengkaji tentang Pasal 26
UU No. 3 Tahun 1997 tentamidana anak nakal dalam perspektif hukum Islam.gaan
memakai metodeleskriptif analitis, dan menggali latar belakangtesesubstansi dari
pasaltersebut ditemukan bahwa penjatuhan pidana badi aalkal merupakasesuatu
yang tepat karena sesuai dengan Pasal 5 ayat Inghudaang Dasar 1945. Dari kajian
yang dilakukan oleh si penulis, dapat dikatakarnwzaberbagai macam persoalan yang
terkait dengan anak nakal, maka Pasal 26 terselufadi substansi penting dalam
melindungi anak tersebut dan secara yuridis fotidak ada alasan bagi yudikatif untuk
tidak menjalankan dalam memberikan vonis bagi aradal yang terlibat pidana sesuai
dengan UU tersebut. Adanya Pasal tersebut, seochstassi sangat berpengaruh dalam
melindungi kondisi psikologis andk.

Tesis dari Novi Amalia Nugraheni, SH yang berjud8istem Pemidanaan
Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pida3@ Tulisan tersebut menitik
beratkan pada kajiannya terhadap hakim dgdamberian hukuman yang sesuai terhadap
anak. Hal ini dikarenakan pagmoses penjatuhan hukuman, hakim sering memberikan
putusan yang bersifat menghukurpuifitive ketimbang pemberian hukuman yang

bersifat mendidik sang anak tersebut. Padahal Basgkali alternatif hukuman yang

“Muhammad  Fakhruddin  Zuhri, Analisis  Terhadap Batas Usia  Dan
PertanggungjawabanPidana Anak Dalam Undang-Undargmbl 3 Tahun 1997Tentang Pengadilan
Anak,Semarang: lain Wali Songo, 2012.

2 Imam ZamahsarkTinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU No. $hiia 1997 Tentang
Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nake&Bemarang: lain Wali Songo, 2012



dapat dipilih oleh para hakim selain menjatuhkakumian penjara kepada anak nakal.
Hukuman yang diberikan oleh hakim, bagaimanapuna juakan mempengaruhi

perkembangan anak pada waktu yang akan datang. Kalemanya, sebisa mungkin
hakim memberikan hukuman yang tidak mengabaikaekaappek perkembangan anak
pada masa mendatatiy.

Dari data pustaka yang telah penulis kemukakarnadi, anaka sekiranya dapat
penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau peéaeliyang akan penulis lakukan
berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang teliplparkan di atas. Skripsi ini
membahas tentang Analisis Terhadap Pertanggunggewdindak Pidana Anak Di

Bawah Umur Dalam Kasus Pidana Pencurian.

. Metode Pendlitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan gangakan dalam mencari,
menggali, mengolah dan membahas data dalam suatlit@a untuk memperoleh
kembali pemecahan terhadap permasalahamtuk memperoleh dan membahas data
dalam penelitian ini penulis menggunakan metodesdeesebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunapsskni termasuk ke
dalam penelitian kepustakaatibfary researcl), yaitu dengan cara melakukan
penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Dalamefitian ini dilakukan dengan
mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti bokajalah, jurnal dan lain-lain.

Penelitian ini juga bersifanalisis komparatjfyaitu menguraikan dari sumber yang

® Novi Amalia Nugraheni, SH yang berjudi@istem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidan&emarang: Universitas Diponegoro, 2009

' Joko Subagydyletodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktelakarta: PT.
Rineka Cipta, 1994, him. 2.
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satu kemudian menguraikan sumber yang lainnya, @@mudi ambil kesimpulan.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahag gkan dikaji dalam penelitian
yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka pemslitian yang digunakan
adalah penelitianNormatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalamnhukositif'®

Dimana jenis
penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaintzatas usia anak di bawah umur
dan pertanggungjawaban pidannya dan seperti aptfigs pemidanaan anak yang
menggunakan tolak ukur perundang-undangan yangaKoerserta norma-norma
agama atau hukum pidana Islam, sehingga dapatlkiursdari jenis penelitian yang
dipakai.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumbeantdranya adalah
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukumeprmerupakan bahan
hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempungtaritas. Sumber-sumber primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatsmiratau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusanputusan hakim. Sedasgmber hukum sekunder
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukampakan dokumen-dokumen
resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-bulakst kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar tentangghal yang berkaitan dengan

penelitian‘® Dan ada 2 sumber data penelitian, yaitu:

B pr. Jhonny Ibrahim, S.H., M.HumTeori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, &di
Revisj Malang: Bayumedia Publishing, 2005, him. 295.
16 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumJakarta: Kencana, 2010, him 141.
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a. Data primer
Yang dijadikan sebagai sumber primer dari segi hulslam: At-
Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamiy karya Abdul Qadir Augh dan Figih Sunnah karya
Sayyid Sabig. Sedangkan dari segi hukum pidanankesla, KUHAP dan KUHP,

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

b. Data Sekunder
Yang menjadi sumber data sekunder ialah data-datey yoerkaitan
dengan konsep tindakan malpraktek dalam hukum pidslam seperti; Tindak
Pidana Dalam Syariat Islam karya Abdur Rahman |, Bhikum Pidana Islam
karya Ahmad Wardi Muslich, Asas-Asas Hukum Pidaslanh karya Ahmad

Hanafi, serta buku-buku lain yang berkaitan dergarelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adadatode dokumentasi,
yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai fiztatau variable tertentu yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, nigjaleikel dan lain sebagainya.
Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digam teknik studi
kepustakaanliprary research). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mesigat
menginventarisasi, menganalisis dan mempelajaa-data yang berupa bahan-bahan
pustaka.

4. Analisis Data

7 Suharmi ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiakarta: Rineka Cipta,
1993, him. 202.
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Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusunngamganalisa data-
data yang terkumpul dipakai metodamalisis Komparatifyaitu menguraikan dari
sumber yang satu kemudian menguraikan sumber laijuga kemudian keduanya
dihadapkan untuk dikomparasikan atau diperbandmggang kemudian diambil
suatu kesimpulan. MetodAnalisis Komparatifini akan peneliti gunakan untuk
menganalisis terhadap pertanggungjawaban tindanpidnak di bawah umur dalam
kasus pidana pencurian.

F. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan dilakukan untuk menipbrgambaran yang jelas

serta mempermudah dalam pembahasan, maka secalarkiean dalam penelitian

skripsi ini terbagi menjadi 5 Bab, dimana setiap Ipaemiliki keterkaitan antara satu

dengan yang lainnya. Secara umum gambaran siskemydi adalah sebagai berikut:

Bab | : Pendahuluan. Berisi aspek-aspek utama penejiéiag meliputi: Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, TelRaktaka, Metode
Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Il : Ketentuan tentang Tindak Pidana Pencurian mgliirengertian Tindak Pidana
Pencurian; Unsur-unsur pencurian; Dasar Hukum iPasdn Hukum Pidana
Islam Tentang Pelaku Tindak Pidana Di Bawah Umur.

Bab I11 : Tinjauan tentang kemampuan pertanggungjawabdadifemwah umur
menurut hukum Positif dan hukum pidana Islam. Maelip Pengertian
kemampuan bertanggungjawab; Ketentuan pertangguabggn bagi pelaku

tindak pidana pencurian di bawah umur menurut huResitif dan hukum pidana
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Islam; Dasar hukum Positif dan hukum pidana Islamiang pelaku pencurian
anak di bawah umur.

Bab 1V : Analisis terhadap batas usia dan pertanggungjamanak di bawah umur
dalam kasus pidana pencurian. Meliputi,: Analisgstgnggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur merurgim Positif dan hukum
pidana Islam, dan Analisis terhadap pertanggund)awaindak pidana pencurian
yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hulRositif dan hukum
pidana Islam.

Bab V : Merupakan hasil akhir dari penulisan skripsiyiang meliputi Kesimpulan,

Saran-Saran dan Penutup.



